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TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah
mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik
bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor
32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Pertanian pada Pasal 8 huruf (b) PPID Utama mempunyai
tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup
Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar
Informasi  Publik yang dikuasai Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan melalui Keputusan
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi
Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun
2024 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian.

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
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Standar Layanan Informasi Publik;
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang dikelola Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga
diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan bertujuan memberikan
petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik
yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan dan menjamin  terwujudnya tujuan
penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi
Publik yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dilakukan paling singkat (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Kepala Balai Besar,

ZAINAL ABIDIN
NIP. 19690502 199903 1 003

Tembusan Yang Terhormat:
1. Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Pejabat Eselon Il Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
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Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
Nomor B-2483/0T.080/H.12.22/8/2026
Tanggal 24 Agustus 2026
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
No. Ringkasan isi informasi Unit yang Penanggung jawab Tempat/waktu Bentuk informasi yang Masa Klasifikasi
menguasai pembuat atau pembuatan tersedia penyimpanan dokumen
informasi penerbitan informasi informasi dokumen
Softcopy/ Hardcopy
Link
1. | Struktur Organisasi Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi N - Selama masi Setiap saat
Selatan/2026 berlaku
2. | Profil Pejabat Struktural Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi \ - Selama masi Setiap saat
Selatan /2026 berlaku
3. | Profii BRMP  Sulawesi Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi \ - Selama masi Setiap saat
Selatan Selatan /2026 berlaku
4. | Sejarah BRMP Sulawesi Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi N - Selama masi Setiap saat
Selatan Selatan /2026 berlaku
5. | Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi N - Selama masi Setiap saat
Selatan /2026 berlaku
6. | Daftar LHKPN Tahun 2025 Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi N - Selama masi Berkala
Selatan /2026 berlaku
7. | Daftar LHKASN Tahun 2026 Tim Kerja Pejabat PPID Sulawesi \ - 5 tahun Berkala
Pengelolaan Selatan /2026
Sumber Daya
Manusia
8. | Peraturan, Keputusan, Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi N N 1 tahun Berkala
Kebijakan Selatan/2026
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9. | Laporan Keuangan Tahun Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
2025 Selatan /2026
10. | MoU/perjanjian/kesepakatan Tim Kerja Pejabat PPID Sulawesi Selatan Selama masi Berkala
Pengelolaan Kerja 2026 berlaku
Sama, Layanan dan
Penilaian
Kesesuaian
11. | Agenda Kegiatan Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 1 tahun Setiap saat
dan Penguijian Selatan /2026
12. | Daftar Informasi Publik 2026 Kelompok Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
Penerapan dan Selatan /2025
Penilaian
Kesesuaian
13. | DIPA Tahun 2026 Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Penguijian Selatan /2026
14. | RKAKL 2025 Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Penguijian Selatan /2026
15. | Renstra 2025-2029 Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Penguijian Selatan /2026
16. | LAKIN Tahun 2025 Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Penguijian Selatan /2026
17. | Capaian Kinerja Semester 1 | Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
Tahun 2026 dan Pengujian Selatan /2026
18. | Laporan Realisasi Anggaran | Tim Kerja Keuangan Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
2025 dan Barang Milik Selatan/2026
Negara
19. | Laporan Tahunan 2025 Kelompok Program Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Penguijian Selatan/2026
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20. | Daftar Aset 2025 Tim Kerja Keuangan Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
dan Barang Milik Selatan/2026
Negara
21. | Prosedur Permohonan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi Selama masi Setiap saat
Informasi Publik Penerapan dan Selatan /2026 berlaku
Penilaian
Kesesuaian
22. | Prosedur Pengajuan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi Selama masi Setiap saat
Keberatan dan Penerapan dan Selatan /2026 berlaku
Penyelesaian Sengketa Penilaian
Kesesuaian
23. | Sistem Peringatan Dini dan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi Selama masi Serta merta
Evakuasi Bencana Penerapan dan Selatan /2026 berlaku
Penilaian
Kesesuaian
24. | Sistem Peringatan Dini dan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi Selama masi Serta merta
Evakuasi Bencana Gempa Penerapan dan Selatan /2026 berlaku
Bumi Penilaian
Kesesuaian
25. | Peringatan Dini dan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi Selama masi Serta merta
Evakuasi Darurat Bencana Penerapan dan Selatan /2026 berlaku
Kebakaran Penilaian
Kesesuaian
26. | Laporan PPID Tahun 2025 Kelompok Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
Penerapan dan Selatan /2026
Penilaian
Kesesuaian
27. | SK Tim PPID Tahun 2026 Kelompok Pejabat PPID Sulawesi 1 tahun Berkala
Penerapan dan Selatan /2026
Penilaian
Kesesuaian
28. | SK Tim Pengelolaan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi 1 tahun Berkala
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Pengaduan Masyarakat Penerapan dan Selatan /2026
Tahun 2026 Penilaian
Kesesuaian
29. | Draf SK Standar Pelayanan Kelompok Pejabat PPID Sulawesi 1 tahun Berkala
Publik Tahun 2026 Penerapan dan Selatan /2026
Penilaian
Kesesuaian
30. | SOP/ Prosedur kerja Tata Usaha Pejabat PPID Sulawesi 1 tahun Berkala
pegawai Tahun 2026 Selatan /2026
31. | Pengadaan Barang dan | Tim Kerja Keuangan Pejabat PPID Sulawesi 5 tahun Berkala
Jasa Tahun 2025 - 2026 dan Barang Milik Selatan /2026

Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Agustus 2025

Kepala Balai Besar,

ZAINAL ABIDIN
NIP. 19690502 199903 1 003
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